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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa di
Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan
ditentukan secara purposive yang meliputi anggota BPD, kepala desa,
perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan
melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan
BPD telah berjalan namun belum optimal. BPD telah melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa,
tetapi masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi anggota,
keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah
desa. Dampaknya, kinerja pemerintah desa dalam aspek transparansi dan
akuntabilitas belum sepenuhnya maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain
peningkatan kapasitas anggota BPD dan penguatan mekanisme koordinasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran BPD sangat
diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
(good governance).

Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa, Good Governance

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the
Village Consultative Body (BPD) on the performance of the village government in
Bojongpetir Village, Tanggeung District, Cianjur Regency. This research employs a
qualitative approach with a descriptive method. Informants were selected using
purposive sampling, including BPD members, the village head, village officials, and
community leaders. Data collection techniques include observation, in-depth
interviews, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of
Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion
drawing, with validity ensured through triangulation. The results indicate that the
supervisory function of the BPD has been implemented but not yet optimal. The BPD
has  conducted supervision on budget management and wvillage program
implementation; however, several obstacles remain, such as low member participation,
limited resources, and weak coordination with the village government. Consequently,
the performance of the village government in terms of transparency and accountability
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has not been fully achieved. Efforts made include improving the capacity of BPD
members and strengthening coordination mechanisms. This study concludes that
optimizing the role of the BPD is essential to achieve good village governance.
Keywords: BPD Role, Supervision, Village Government, Good Governance

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan nasional. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, desa menjadi
ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat. Keberadaan desa tidak hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang otonomi lebih luas bagi desa dalam
mengelola pemerintahan dan pembangunan (Gunawan & Karina, 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk
mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan efektivitas (Mannan et al., 2024). Pemerintah desa sebagai pelaksana eksekutif
memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai program pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang
efektif. Di sinilah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting (Rusmianto
& Maryani, 2022).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang
berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam sistem pemerintahan desa. BPD memiliki
beberapa fungsi utama, antara lain membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan
terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan fungsi tersebut, BPD diharapkan mampu
menciptakan keseimbangan kekuasaan (check and balance) dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel
(Kurniawan et al., 2023).

Meskipun secara normatif peran BPD telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD masih
menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya
partisipasi anggota BPD, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, terbatasnya sumber
daya, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Kondisi tersebut berpotensi
menghambat optimalisasi peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang pada
akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.
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Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten
Cianjur. Berdasarkan kondisi empiris, peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa di
wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal. Kurangnya keaktifan sebagian anggota BPD dalam
kegiatan desa serta minimnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi salah
satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, keterbatasan
pengetahuan dan kapasitas anggota BPD turut menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi
pengawasan secara maksimal.

Sementara menurut studi yang dilakukan oleh Megasyara & Imawan (2023) menyatakan
bahwa kurangnya pengawasan yang efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif,
seperti rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta
meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lemahnya pengawasan juga dapat
menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini
dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun BPD
sebagai lembaga representatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam
mengenai peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa, khususnya di Desa Bojongpetir.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran BPD dalam menjalankan fungsi
pengawasan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya-upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam
pengembangan ilmu pemerintahan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan BPD
dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

LANDASAN TEORI
Teori Peran

Teori peran merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu sosial yang digunakan
untuk memahami perilaku individu atau kelompok berdasarkan posisi atau status yang
dimilikinya dalam suatu struktur sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek
dinamis dari kedudukan (status), yang berarti ketika seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran (Sutopo &
Utomo, 2020). Dalam konteks organisasi pemerintahan, peran berkaitan erat dengan ekspektasi
masyarakat terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau lembaga tertentu.

Peran tidak hanya mencerminkan tindakan formal yang diatur oleh norma atau aturan,
tetapi juga melibatkan interaksi sosial yang kompleks antara aktor dan lingkungannya. Soekanto
membagi peran menjadi beberapa bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.
Peran aktif ditunjukkan melalui keterlibatan penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi,
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sedangkan peran partisipatif mengacu pada keterlibatan dalam situasi tertentu. Sementara itu,
peran pasif menggambarkan keterlibatan yang minimal atau sekadar mengikuti arus tanpa
inisiatif yang berarti (Safitri & Sukmana, 2023).

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengawasan
pemerintahan desa. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat sejauh mana BPD berperan secara aktif,
partisipatif, atau bahkan pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja
pemerintah desa.

Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam memastikan
bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sondang
P. Siagian dalam Yustina dan Tupti (2022) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan (Yustina & Tupti, 2022). Sementara itu, Robert J. Mockler
mendefinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan,
membandingkan hasil aktual dengan standar tersebut, serta mengambil tindakan korektif
apabila terjadi penyimpangan (Dédeckova, 2020).

Pengawasan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi
organisasi, termasuk dalam pemerintahan desa (Juharni & Umar, 2016). Melalui pengawasan,
berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan
perbaikan yang tepat. Dalam praktiknya, pengawasan mencakup beberapa tahapan, yaitu
penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan hasil dengan standar,
analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi (Hermawan & Hariyanto, 2022; Juharni & Umar,
2016).

Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat
kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh
karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjalankan
fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa (Saleh et al., 2022). Dengan pengawasan
yang efektif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan
prinsip good governance dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas
kepala desa dan perangkat desa yang bertugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan,
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pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki peran
strategis karena merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Mar’ah
et al., 2022; Pangestika, 2019; Setiadi et al., 2025).

Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan prinsip-
prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa juga
harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga desa lainnya, termasuk Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mitra dalam menjalankan fungsi pemerintahan
(Huwaeda et al., 2023).

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi
pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD
mencerminkan sistem check and balance yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan (Putra & Saravistha, 2022). Dengan adanya sinergi antara kedua lembaga tersebut,
diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
memahami secara mendalam implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) terhadap kinerja pemerintah desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan
fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Radianto, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur,
yang dipilih secara purposive karena relevan dengan fokus penelitian. Informan ditentukan
menggunakan teknik purposive sampling (Gunadi et al., 2023), meliputi Ketua dan anggota BPD,
Kepala Desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan
yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas pemerintahan desa,
wawancara untuk menggali informasi terkait peran dan hambatan BPD, serta dokumentasi
untuk melengkapi data berupa arsip dan laporan kegiatan (Fufa et al., 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik
triangulasi sumber dan metode (Pasaribu et al., 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi
pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bojongpetir telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator fungsi pengawasan yang meliputi penetapan standar,
pengukuran pelaksanaan, evaluasi kegiatan, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi.

Pada tahap penetapan standar, BPD telah terlibat dalam pembahasan dan penetapan
peraturan desa bersama kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi
legislasi sebagai dasar dalam melakukan pengawasan. Namun, standar yang ditetapkan belum
sepenuhnya dijadikan acuan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah desa. Pada tahap
pengukuran pelaksanaan kegiatan, BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
program desa, terutama terkait penggunaan anggaran dan kegiatan pembangunan. Akan tetapi,
pengukuran tersebut masih bersifat umum dan belum menggunakan indikator kinerja yang
terstruktur. Selanjutnya, pada tahap evaluasi dan analisis penyimpangan, BPD belum secara
rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program desa. Hal ini
menyebabkan beberapa potensi penyimpangan tidak teridentifikasi secara dini. Sementara itu,
pada tahap tindakan koreksi, BPD cenderung memberikan saran atau masukan secara informal
tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, dari aspek peran, keterlibatan anggota BPD menunjukkan variasi. Sebagian
anggota menunjukkan peran aktif, namun sebagian lainnya masih pasif dan kurang
berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi
pengawasan secara kolektif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa peran BPD
dalam pengawasan pemerintahan desa di Desa Bojongpetir belum sepenuhnya mencerminkan
peran aktif sebagaimana dikemukakan dalam teori peran. Masih adanya anggota yang berperan
pasif menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap peran BPD belum sepenuhnya terpenuhi.
Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran normatif dan peran aktual di
lapangan.

Dari perspektif teori pengawasan, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD belum
berjalan secara sistematis. Idealnya, pengawasan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur
mulai dari penetapan standar hingga tindakan koreksi. Namun, dalam praktiknya, BPD lebih
banyak berfokus pada pengawasan yang bersifat umum tanpa didukung oleh sistem evaluasi
yang terukur. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan menjadi terbatas. Faktor
penghambat utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD meliputi keterbatasan sumber
daya manusia, rendahnya tingkat partisipasi anggota, serta lemahnya koordinasi dengan
pemerintah desa. Selain itu, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi juga
menjadi kendala dalam menjalankan peran secara optimal .

Implikasi dari kondisi tersebut adalah belum optimalnya penerapan prinsip good
governance dalam pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif berpotensi menurunkan kualitas pengambilan
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keputusan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan, Hal ini menunjukkan bahwa
pengawasan belum memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler dalam
Dédeckova (2020), di mana pengawasan harus mampu mengambil tindakan korektif atas
penyimpangan yang ditemukan. Meskipun demikian, BPD telah melakukan beberapa upaya
untuk meningkatkan perannya, seperti mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas serta
memperbaiki komunikasi dengan pemerintah desa. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran
untuk memperbaiki kinerja kelembagaan.

Dengan demikian, optimalisasi peran BPD dalam fungsi pengawasan perlu dilakukan
melalui peningkatan kapasitas anggota, penguatan sistem pengawasan yang terstruktur, serta
peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini penting untuk mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Temuan
ini mendukung studi Megasyara & Imawan (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya
pengawasan efektif dapat menimbulkan dampak negatif berupa rendahnya transparansi dan
meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
mekanisme check and balance antara BPD dan Pemerintah Desa belum optimal karena lemahnya
koordinasi,. Padahal, menurut Putra & Saravistha (2022), sinergi kedua lembaga ini sangat
penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola desa.

KESIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja
pemerintah desa di Desa Bojongpetir belum berjalan secara optimal. Meskipun secara formal
BPD telah menjalankan perannya dalam mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program desa, namun pelaksanaan pengawasan tersebut masih bersifat umum dan belum
dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan pengawasan yang ideal.

Dari perspektif teori peran, keterlibatan anggota BPD menunjukkan variasi antara peran
aktif, partisipatif, dan pasif, yang berdampak pada kurang maksimalnya fungsi pengawasan
secara kolektif. Rendahnya partisipasi sebagian anggota serta keterbatasan pemahaman terhadap
tugas dan fungsi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD. Selain itu,
lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa turut menghambat proses pengawasan
yang optimal.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip good
governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Oleh
karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, penguatan sistem pengawasan, serta sinergi
kelembagaan agar peran BPD dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola
pemerintahan desa yang baik.
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